BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,
Menimbang : a. bahwa dalam pel aksanaan tugas dan kewenangan
Kepala Daerah sebagai mana diamanatkan dalam
Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

b. bahwa adanya kebutuhan mendesak sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengel olaan K euangan
Daerah, maka perlu ketersediaan anggaran terhadap
pemenuhan kebutuhan dimaksud,;

c. Bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran V.9
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2019 menegaskan antara lain bahwa bagi
Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang
disclenggarakan oleh provinsi dalam bcntuk program
dan kegiatan, scdangkan Satdikmen Swasta dan
Satdiksus Swasta yang diselenggarakan oleh
masyarakat dalam bentuk hibah, Bagi Satdikdas
Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Kabupaten/kota dan Satdikdas Swasta yang
disel chggarakan olch masyarakat dalam bentuk
hibah.



d. bahwa pel aksanaan ketentuan Lampiran V.26
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2019 menegaskan antara lain bahwa
pel aksanaan kegiatan dalam keadaan darurat
dan/atau mendesak |lainnya yang belum cukup
tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat
dilaksanakan mendahului penetapan peraturan
daerah tcntang Perubahan APBD dengan cara
menetapkan Peraturan K epala Daerah tentang
Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan
kepada Pimpinan DPRD sel anjutnya ditampung
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA
apabila Pemerintah Daerah tidak mel akukan
perubahan APBD, dan dalam hal program dan
kegiatan yang bersumber dari danatransfer yang
sudah jel as peruntukannya serta pel aksanaan
kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak
lainnya sebagai mana tersebut diatas diterima oleh
Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran
program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan
mengubah Peraturan Kepala Daerah tcntang
Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

c. bahwa pel aksanaan ketentuan BAB 111
PENGANGGARAN Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan M asyarakat di K el urahan
menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah
K abupaten/kota mengal okasi kan anggaran dalam
APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana
dan prasarana K el urahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kclurahan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati
tcntang Perubahan Atas Peraturan Bupati K otabaru
Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat |1 di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagal Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolus dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
I ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengel olaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengel olaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
I|ndonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerjalnstansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyel enggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 ten tang Pedoman Pengel olaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 701);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Tentang Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana K elurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 139).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 91 TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi
anggaran akibat:

a. pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak
yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan APBD Tahun
Anggaran 2019 sesuai ketentuan Lampiran V.26 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2019;

b. pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Dana BOS yang bersumber dari
APBN yang merupakan bagian dari DAK NonFisik sesuai ketentuan
Lampiran V.9 Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;

c. pelaksanaan danatransfer yang tidak sesuai dengan ketentuan BAB ||
PENGANGGARAN Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 2018;

d. kewgjiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Pasal 2

Pel aksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat; dan/atau

b. keperluan mendesak |lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah atau masyarakat.

Pasal 3

(1) Pendanaan ketersediaan alokasi anggaran sebagai mana dimaksud
dalam Pasal 1 yang belum cukup tersedia dan/atau belum
dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan dapat menggunakan:

a. belanjatidak terduga.

b. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

c. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.



(2) Penggunaan bel anja sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
diformulasikan terlebih dahulu dalam:
a. DPPA-SKPD untuk program dan kegiatan yang telah tersedia;
dan/atau
b. RKA-SKPD untuk program dan kegiatan yang belum tersedia
pada SKPD yang secarafungsional terkait dengan pelaksanaan
kegiatan dimaksud.

Pasal 4

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 sel anjutnya ditampung dalam L aporan Realisasi
Anggaran.

Pasal 5

Dalam hal terdapat kewajiban yang tidak dapat dibayarkan dalam
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 maka menjadi pembebanan dalam APBD Tahun Anggaran
2020 sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD tercantum dalam Lampiran | dan
Lampiran |11 Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Perubahan Penjabaran APBD dirinci lebih lanjut dalam Lampiran ||
Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

L ampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 dan Pasal 7 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 9

Pel aksanaan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang
telah ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengctahuinya, mcmcrintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
padatanggal VZ.: April 2019

BUPATI KOTABARUFS,

H. SAYED JFAR

Diundangkan di Kotabaru
padatangga Vt April 2019

SE RETY|,RISDAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2019 NOMOR Ics

PARAF KOORDINASI
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